
URUSAN PEMERINTAHAN : 4 . 02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN KEUANGAN

ORGANISASI : 4 . 02 . 02 BADAN PENDAPATAN DAERAH

SUB UNIT ORGANISASI : 4 . 02 . 02 . 01 BADAN PENDAPATAN DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA : Dr. H. PURNADI,SH.,M.Si

NIP : 19600508 198603 1 021

JABATAN : PENGGUNA ANGGARAN

KODE

RKA - SKPD

RKA - SKPD 1

RKA - SKPD 2.1

RKA - SKPD 2.2

RKA - SKPD 2.2.1

RKA - SKPD 3.1

RKA - SKPD 3.2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Tahun Anggaran : 2019

  Urusan Pemerintahan : 4 . 02 FUNGSI PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN KEUANGAN

  Organisasi : 4 . 02 . 01 BADAN PENDAPATAN DAERAH

  Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 BADAN PENDAPATAN DAERAH

JUMLAH

(Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN 215.811.875.000,00

04.01 PENDAPATAN ASLI DAERAH 215.811.875.000,00

04.01.01 Pendapatan Pajak Daerah 215.811.875.000,00

5 BELANJA 50.978.739.962,00

05.01 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.428.352.562,00

05.01.01 Belanja Pegawai 18.428.352.562,00

05.02 BELANJA LANGSUNG 32.550.387.400,00

05.02.01 Belanja Pegawai 9.721.764.379,00

05.02.02 Belanja Barang dan Jasa 21.952.510.426,00

05.02.03 Belanja Modal 876.112.595,00

SURPLUS / (DEFISIT) 164.833.135.038,00

Malang, 15 Maret 2019

PENGGUNA ANGGARAN

Dr. H. PURNADI,SH.,M.Si

NIP. 19600508 198603 1 021 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RKA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2019 

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

NAMA FORMULIR

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Anggaran Belanja TIdak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah


